
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 24TAHUN2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI LEBIH/KURANG SALUR
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN

SE_PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (21

dan Pasal 7 ayat (21 Peraturan Gubernur Papua Tengah
Nomor 37 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten
Se-Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan alokasi
lebih/kurang salur dana bagi hasil pajak daerah Provinsi
kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Papua Tengah tentang Alokasi Lebih/ Kurang
Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada
Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2023;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undalg-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang....... / 2



-2-

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang*undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 terftang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 ter,tang Cipta Ke{a menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelalsanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nonor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673tl,;,
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 37 Tahun
2O23 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil
Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Se-Provinsi Papua
(Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 13);

14. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Surat Pengantar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah Nomor:
9OO.r.t3l39lBPPKAD;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG
PENRTAPAN ALOKASI LEBIH/KURANG SALUR DANA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA
KABUPATEN SE-PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Menetapkan Alokasi tebih/Kurang Salur Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023
sebagaimala tercantum dalam Lampiran yang
merupakal bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten
Se-Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebesar Rp.55.562.084.881,00 (Lima
Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta
Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan
Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari :

a. Kuralg salur BagI Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) sebesar Rp.429.849.300,00 (Empat Ratus Dua
Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh
Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah);

b. Kurang salur Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp.892.981.500,00
(Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan
Ratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Rupiah);

c. Kurang salur Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)
sebesar Rp.36.O27.177.268,00 (Tiga Puluh Enam
Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh
Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);

d. Kurang salur Bagi Hasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp.3.898.948.984,OO (Tiga
Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta
Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan
Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);

e. Kurang Salur Bagr Hasil Pajak Rokok sebesar
Rp. 14.313.127.829,OO (Empat Belas Milyar Tiga Ratus
Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu
Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Alokasi Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2023 akan diperhitungkan pada
pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun
Anggarat 2024.

Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Provinsi kepada Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2023 dialokasikan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan DPA BPPKAD Provinsi Papua
Tengah Tahun Anggaran 2024.
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KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Februari 2024

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
AHF R,-

aslinya
HUKUM,

LALLO, SH
200312 2 006

Salinan Keputusan ini disamoaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
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